BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 3 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebaganimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026,
sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

Nama : SUHANDRI,SE.,M.M

NIP : 19700608 200212 1 003
Pangkat/gol : Pembina (IV/Db)

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

b.

keuangan daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan Perda tentang pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah vang

telah diatur dalam Perda;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

(BUD);

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD;

2. mengesahkan DPA-SKPD;

3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5. melaksanakan pemungutan pajak daerah,;

6. menetapkan anggaran kas dan Surat

Penyediaan Dana (SPD);

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan

pemberian jaminan atas nama pemerintah

daerah;
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KETIGA

KEEMPAT

8. melaksakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah,;

9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam
hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD).

menerbitkan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN);dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PERISIR SELATAN,

HE JONI
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